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Indonesia Al Opportunities
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Alis expected to provide a 10 to 18 percent uplift in GDP across Southeast Asia by 2030

Economic impact of Al in 2030 (% of 2030 GDP)
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Kebijakan Strategis Pemerintah terkait Al

Policy: Tata Kelola Al Indonesia

Indonesia menggabungkan pendekatan Horizontal dan Vertikal

Penyusunan kebijakan terkait teknologi Al yang berlaku untuk seluruh sektor industri.
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Surat Edaran Etika Kecerdasan Artifisial / Al

Kementerian Kominfo telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9
Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial sebagai panduan pengembangan Al.

@g Pengertian Kecerdasan Artifisial 7 Tanggung Jawab
. dalam Pemanfaatan
Ej Panduan Umum Nilai dan Etika #~  danPengembangan Al

Penyusunan kebijakan terkait Al bersifat sektoral yang berlaku di sektor industri tertentu.

Sektor Keuangan

Panduan OJK tentang Kode Etik Al yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya

Sektor Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024 serta ketentuan perubahannya

Sektor Pendidikan

Kemendikbudristek sedang dalam tahap pengkajian bersama UNESCO mengenai
penggunaan Al di sektor pendidikan

People: Pengembangan SDM

Digital Talent Scholarship (DTS)

| Salah satu program pengembangan

| kompetensitalenta digital yang bertujuan

| untuk meningkatkan keterampilan dan daya
l | saing, produktivitas, profesionalisme SDM di

| bidang digital, salah satunya Artificial

| Intelligence.

| Penggunaan platform komunikasi dan informasi teknologi yang inklusif |
| bagi para pemangku kepentingan |
\

_———— *Disampaikan pada acara UK Al Safety Summit il

Aspek Pemanfaatan Teknologi

Mengidentifikasi tools yang tepat dalam penyusunan
komunikasi publik (bersifat assisting atau augmenting)

Pemanfaatan Al secara spesifik di berbagai tahap mulai
dari riset, perencanaan, evaluasi, dan visualisasi

Memperhatikan etika pemanfaatan Al, belajar dari
berbagai praktik baik, dan memperhatikan aspek
human dimension

(Chartered Institute of Public Relations, 2023)



Global - Al GOVERNANCE
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New York Time Tuntut OpenAi dan
Microsoft, Ini Alasannya!

@DANCHARVEY #GOOGLEVSBLA
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20 MINUTES INTO THE FUTURE

Graduation
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These systems are not used to improve people’s access to welfare, they
are used to cut costs. And when you already have systemic racism and
discrimination, these technologies amplify harms against marginalized
communities at much greater scale and speed.

Mher Hakobyan, Amnesty International’s Advocacy Advisor on Al Regulation
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Dampak Baik

Dampak Bahaya

¢ Meningkatkan efisiensi dan produktivitas
(2], 3], [4]. [5]

e Inovasi [6], (7]

e Media pembelajaran(8], [9]

« Penciptaan lapangan pekerjaan baru [3],
(10]

e Meningkatkan strategi marketing [11]

e Pengangguran struktural dan ketidakadilan
ekonomi [12]

o Keamanan siber dan privasi [12], [13], [14]

e Penilaian nilai pasar perusahaan [15]

e Tekanan psikologi dan ketidakamanan
pekerjaan [13]

o Bias dan ketidakadilan pendidikan [16]

» Ketergantungan berlebihan pada teknolog
[14]

o Etika dan transparansi [16]

¢ Ancaman terhadap keberlangsungan hidup
manusia[17]

Internet & Al Governance : Open Discuss




Internet & Al Governance : Open Discuss

o ® N o Uk W DN R

Bagaimana inovasi teknologi dapat hadir bersamaan dengan pemerataan
ekonomi?

Bagaimana Indonesia dapat berperan dalam penyusunan tata Kelola Al di
tingkat global?

Bagaimana Inovasi dapat memastikan bahwa penerapan Al mendukung
inklusifitas dan pembangunan yang adil?

Bagaimana Indonesia bisa menyeimbangkan pengembangan Al yang inovatif
dengan perlindungan hak asasi manusia dan privasi?

Apa peranan sector swasta dalam memastikan Al dikembangkan dengan
memperhatikan prinsip etis dan berkelanjutan?

Bagaimana Indonesia dapat memastikan Al tidak memperburuk
ketimpangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan?

Bagaimana tata Kelola Al dapat mendukung pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan?

Bagaimanan Indonesia dapat mengembangkan talenta local di bidang Al
sambal terhubung dengan standar global?

Bagaimana Indonesia dapat mengindari ketergantungan pada teknologi Al
asing dan membangun ekosistem Al local yang mandiri?
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